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Komisi IV DPRD Banjarmasin Setujui Anggaran Smartphone untuk Siswa di 

APBD Murni 2024 

 

   
Sumber gambar: 

https://dutatv.com/komisi-iv-dprd-banjarmasin-setujui-anggaran-smartphone-untuk-siswa-di-apbd-

murni-2024/ 

 

Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin bersama dengan Dinas Pendidikan Kota 

Banjarmasin menggelar rapat koordinasi di Ruang Komisi IV, belum lama tadi. 

Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Saut Natan 

Samosir menyatakan, mendukung pengadaan telepon pintar (smart phone) bagi siswa 

sekolah dasar untuk penunjang kurikulum merdeka belajar. 

Dalam pertemuan ini, pihak DPRD dan Dinas Pendidikan membahas tentang item 

yang ada dalam pengajuan anggaran Dinas Pendidikan dalam APBD Murni tahun 2024 

mendatang yang berjumlah 77 milyar rupiah. 

Salah satu item yang paling dibahas dalam pertemuan ini adalah masalah anggaran 

pembelian smartphone yang berjumlah sebesar 12 milyar rupiah, yang diperuntukkan 

menunjang pembelajaran bagi siswa kelas 4 dan 5 di 208 Sekolah Dasar yang 

menggunakan kurikulum Merdeka. 

 Menurut dia di Banjarmasin, Jumat, pemerintah kota melalui dinas pendidikan 

kota setempat mengajukan anggaran pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 

Rancangan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024, di mana salah 

satu item untuk pengadaan smart phone untuk siswa. 
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Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin M Fendie 

menjelaskan, pengadaan smart phone bagi siswa SD untuk kelas 4 dan 5 tersebut sebagai 

penunjang belajar kurikulum merdeka belajar yang sudah ditetapkan pusat. 

 Menurut dia, dengan smart phone ini, para siswa akan mendapatkan akun ID atau 

akun elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

 "Karena dalam kurikulum merdeka ini para siswa banyak melihat IT dalam 

proses belajar mengajarnya," kata Fendie. 

 Dia pun menyampaikan, program ini sudah dijalankan bagi sekolah yang menjadi 

percontohan menjalankan kurikulum merdeka, di mana fasilitasi atau pengadaan smart 

phone tersebut dibantu Kementerian. 

 "Sedangkan sekolah yang belum jadi pilot projek menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah mengadakannya," kata Fendie. 

 Dia pun menyampaikan, bahwa pengadaan smart phone ini diutamakan bagi 

siswa dari keluarga tidak mampu, hingga tepat sasaran. 

 "Kita harap ini didukung penuh pihak legislatif," demikian kata Fendie. 

 

Sumber berita: 

1. https://dutatv.com/komisi-iv-dprd-banjarmasin-setujui-anggaran-smartphone-untuk-

siswa-di-apbd-murni-2024/, 18 Agustus 2023.  

2. https://kalsel.antaranews.com/berita/383589/dprd-banjarmasin-dukung-pengadaan-

smart-phone-bagi-siswa-sd, 18 Agustus 2023. 
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Catatan: 

Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


